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Aulia Salsabila Fararita. September 2023, ASPEK HUKUM
PENERAPAN RUMAH KOS SEBAGAI OBJEK PAJAK DI
DAERAH KABUPATEN/KOTA. Skripsi, Program Sarjana Program
Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 43
halaman. Pembimbing Utama: Dr. Achmad Faishal, S H., M.H.

ABSTRAK

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
khususnya melalui Pasal 94 menyatakan “Jenis Pajak dan Retribusi,
Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi,
objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa
Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak
dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam |
(satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di
Daerah™. Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan
pendekatan perundang-undangan dan melalui analisis teks secara

sistematis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui isi dari pengaturan hukum
yang tengah berlaku perihal pajak daerah yang berkaitan dengan

penerapan rumah kos sebagai objek pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, berdasarkan
ketentuan UUHKPD tidak ada pengaturan bahwa rumah kos
sebagai objek pajak dari pajak barang dan jasa tertentu
(PBJT), daripada itu tidak dapat dipungut pajak atas objek
berupa rumah kos. Selain itu penerapan pungutan pajak
dengan mendasarkan pada jumlah kamar juga masuk dalam
kategori menyimpang dari pengaturan hukum yang melarang
melakukan tindakan diluar dari apa yang diatur oleh Undang-
Undang. Kedua, dalam UUHKPD memuat larangan bagi
pemerintah daerah untuk memungut pajak selain jenis yang

diatur dalam UUHKPD.

Kata Kunci (keyword) : Pajak dan Retribusi, Objek Pajak,
Penerapan Pungutan Pajak.




RINGKASAN

Aulia Salsabila Fararita. September 2023. ASPEK HUKUM
PENERAPAN RUMAH KOS SEBAGAI OBJEK PAJAK DI

DAERAH KABUPATEN/KOTA. Sknpsi, Program Sarjana Program
Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 43
halaman. Pembimbing Utama: Dr. Achmad Faishal, SH., M.H.

Pemerintah Pusat yang menggaungkan nuansa penghapusan jenis pajak
dan jenis retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sebelumnya berlaku,
dimana nuansa dimaksud tidak lain adalah untuk “kemudahan investasi”
atau “tidak menghambat investasi ke Daerah™. Di lingkup Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota kebijakan penghapusan beberapa jenis pajak dan
retribusi dianggap menghapuskan sejumlah sumber pendapatan daerah.
Sedang bagi daerah, pendapatan di sektor pajak dan retribusi menempati
kedudukan teratas untuk menopang anggaran pemerintahan daerah.
Daripada itu, pemenntah dacrah melakukan perluasan objek dan jenis
pajak yang menimbulkan persoalan hukum, diantaranya “pemerintah
daerah mulai menyasar rumah kos sebagai objek pajak™, hal 1tu
menimbulkan polemik bagi masyarakat karena rumah kos pada dasarnya
banyak diperuntukan bagi anak-anak yang tengah mengikuti pendidikan di
suatu wilayah daerah. Mendudukkan rumah kos sebagai objek pajak
otomatis menaikan biaya pendidikan bagi warga masyarakat dimana
mercka mensekolahkan anaknya di wilayah daerah yang memiliki
perguruan tinggi sekaligus mencarikan rumah kos bagi anaknya.

Pemerintah Daerah semestinya mengkalkulasi ulang penerapan perluasan
objek pajak, dengan mengkecualikan rumah kos yang diperuntukkan bagi
kalangan anak-anak sekolah untuk tidak dikenakan pajak yang nantinya
berdampak pada penurunan jumlah peminatan dalam melanjutkan studi
khususnya perguruan tinggi yang keberadaannya tidak diseluruh

kabupaten/kota.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui isi dari pengaturan hukum
yang tengah berlaku perihal pajak daerah yang berkaitan dengan
penerapan rumah kos sebagai objek pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan hasil
dari studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakm preskriptif
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analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-
Undangan (statute approach). Untuk menganalisis isu hukumnya,
menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu
penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

I. Berdasarkan ketentuan UUHKPD tidak ada pengaturan bahwa rumah
kos sebagai objek pajak dari pajak barang dan jasa tertentu (PBJT),
daripada itu tidak dapat dipungut pajak atas objek berupa rumah kos.
Selain 1tu penerapan pungutan pajak dengan mendasarkan pada jumlah
kamar juga masuk dalam kategori menyimpang dari pengaturan hukum
yang melarang melakukan tindakan diluar dari apa yang diatur oleh
Undang-Undang.

2. Dalam UUHKPD memuat larangan bagi pemerintah daerah untuk
memungut pajak selain jenis yang diatur dalam UUHKPD, artinya tidak
diperbolehkan bagi daerah mengaturnya kedalam Peraturan Daerah

dengan menambahkan objek selain dari apa yang telah disebutkan
dalam UUHKPD.
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UCAPAN TERIMA KASIH

Basmullahrralwmanirrahum,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nva, seraya mengucapkan
put dan syvukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah
melimpahkan taufik dan rahmat-Nva dengan memberikan keschatan,
kekuatan dan ketabahan, akhimya dapat menghantarkan peneliti kepada
selesainya penvusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh
derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat
dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi
Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi’ in dan
pengikutnya sampail akhir zaman.

Penyusunan skripsi imi tidak akan berhasil tertata dengan baik,
tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan
bimbingan dari berbagai pithak dan kalangan, baik secara perseorangan
maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini1, 1zinkan peneliti dengan
penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan vang
setinggi-tingginya kepada semua pihak vang telah membantu penyusunan
skripsi yang berjudul “ASPEK HUKUM PENERAPAN RUMAH KOS
SEBAGAI OBJEK PAJAK DI DAERAH KABUPATEN/KOTA™
Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan
Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berhipat ganda sesuai
dengan amal kebajikannya masing-masing

Pada kesempatan 1m pencliti tidak mungkin menyebutkan satu
persatu  para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan,

melaksanakan, dan punyelesatkan penchitian dan penubsan sknpsi in,

hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

|, Kepada orang tua penulis, H. Zainal Abidin dan Hj. Nur Halena
yang selama ini memberikan maten, doa dan semangat serta
dukungan kepada penulis untuk kelancaran menyelesatkan study di
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan semoga
dengan selesainya skrpst im dapat membuat kedua orang tua

penulis bangga,
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Kepada Kakak penulis Muhammad Alamsyah, S.H.I dan Lestari
Indra Asri, S.Pd, yang telah memberikan doa dan semangat serta
dukungan untuk menyelesaikan penulisan skripst 1ni;

yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Abdul Halim
Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum., mantan Dekan Fakultas
Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan vang terhormat lagi
amat terpelajar Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.. selaku Dekan
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah
berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program

Studi Hukum:
yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus,

S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah
bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada
peneliti sejak awal studi sampai saat ini:

yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal,
S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi
amat terpelajar yang dengan penh kesabaran memberikan
bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan
skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan
penyelesaian penyusunan penulisan skripsiini;

yang terhormat lagi amat terpelajar Daddy Fahmanadie, S.H.,
LL.M. selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan.
bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga
selesai tepat pada waktunya;

yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas
Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam
memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir
mengenai dunia hukum Betapa banyak ilmu yang didapat dari
mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi
orang lebth bermanfaat bagi orang lain;

kepada kekasih penulis, Muhammad Miftahul Ihsan, S.M., yang
selalu mendampingi dan menemani serta memberikan semangat

dan motivasi sejak perkuliahan hingga penulis menyelesaikan

penulisan skripsi ini.
kepada sahabat selama menempuh pendidikan di bangku
perkuliahan penulis ini yang selalu ada dan menemani disaat

terpuruk serta memberikan semangat dan nasihat Zahwa Rieska
Asy Syaima, S.H., dan Dea Aradhita Renggani Putri Setiawan,

S.H.:




10. kepada sahabat penulis yang memberikan arahan, masukan dan
semangat dala mengerjakan skripsi ini Nadia Septiani Chandra,

I'l. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per
satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik
langsung maupun tidak langsung, memberikandorongannnya,
sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti  menyadari, bahwa skripsi in  masith jauh dan
kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penh
sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang
bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan
skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnva,
setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhinn pendidikan
akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat.

Akhimya dengan kerendahan hati. peneliti berharap skripsi ini
dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bag pengembangan keilmuan
hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara
Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 22 September 2023

Aulia Salsabila Fararita
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